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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan pada pemerintah 

desa Oluhuta Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango dapat disimpulkan bahwa 

akuntabiitas yang di terapkan di Desa Oluhuta masih tergolong rendah. Dari 

ketujuh laporan yang ada, hanya dua bagian sudah sesuai dengan peraturan 

Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Bagian yang sesuai adalah Rancangan 

Peraturan Desa Tentang APBDesa dan Surat Pemintaan Pembayaran (SPP). 

Sedangkan untuk beberapa bagian lainnya seperti Rencana Anggaran Biaya 

(RAB), Buku Kas Pembantu Kegiatan, Penatausahaan, Laporan Realisasi 

Pelaksanaan APBDesa Semester dan Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi Pelaksanaan APBDesa masih terdapat bagian-bagian yang tidak 

diisi bahkan salah dalam pengisian. Hal ini juga dipengaruhi oleh 

ketidaktersediaannya data di lapangan. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan agar aparat 

desa dan pemerintah Desa Oluhuta lebih baik lagi dalam melaksanakan 

pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Alokasi Dana Desa (ADD) 

termasuk dalam penyimpanan file maupun berkas penting terutama yang 

berkaitan dengan pertanggungjawaban dana desa minimal selama 5 tahun. 
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Tidak hanya itu, berdasarkan data yang diperoleh dlapangan, masih 

ditemukannya ketidaktahuan aparatur desa dalam mengisi format laporan 

mengenai Alokasi Dana Desa Tersebut sehingga disarankan untuk instansi 

terkait perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan kembali mengenai tata cara 

pengisian format laporan Alokasi Dana Desa. Usahakan sosialisasi dan 

pelatihan pengisian format tentang Alokasi Dana Desa tidak hanya 

diperuntukkan bagi aparatur desa saja, melainkan untuk masyarakat sekitar 

juga dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana pengalokasian 

dana desa tersebut. 
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